BUPATI KOTABARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR <l TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN

DAERAH PUSKESMAS SEBATUNG
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BUPATI KOTABARU,

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat pada Puskesmas
Sebatung dengan mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian
dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya dengan menerapkan pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
perlu mengatur pola tata kelola Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) Puskesmas yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata
Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelayanan Daerah Puskesmas Sebatung;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6858);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6858);

Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111
Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 255);



8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Dearah Kabupaten Kotabaru
Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor
21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten
Kotabaru tahun 2022 nomor 20);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun
2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kotabaru Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAYANAN DAERAH PUSKESMAS SEBATUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan
DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19,

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.

Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Kesehatan Kabupaten Kotabaru.

Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas
adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sebatung
yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas Sebatung adalah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sebatung.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan
dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari
keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

Praktek Bisnis Yang Sechat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam rangka pemberian layanan yang bermutu,
berkesinambungan, dan berdaya saing.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah
dokumen perencanaan BLUD untuk periode S (lima) tahunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA
adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun
dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan
anggaran SKPD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada
bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang
diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari
investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau
sebagian dari biaya per unit layanan.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Puskesmas yang
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada

Pejabat Pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan
Puskesmas.



20. Pejabat Pengelola adalah pimpinan yang bertanggung jawab
terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan
fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

21.Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji,
tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi,
pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada Dewan
Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Puskesmas yang
ditetapkan oleh Bupati.

22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pola tata kelola BLUD UPTD Puskesmas Sebatung dimaksudkan
sebagai pedoman dan sekaligus payung hukum bagi UPTD
Puskesmas Sebatung dalam melaksanakan dan meningkatkan
pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan
derajat kesehatan yang optimal.

(2) Pola tata kelola bertujuan untuk:

a. mewujudkan kerja sama yang baik dan harmonis antara
Pemerintah Daerah sebagai pemilik, unsur pejabat dan
pegawai pada UPTD Puskesmas Sebatung sehingga tercipta
tata kelola korporasi yang baik (good corporate gorvernance);

b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, profesionalisme dan tanggung jawab sehingga
pelayanan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas Sebatung
dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak serta
dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah sebagai
pemilik; dan

c. dipakai sebagai acuan dalam menyelesaikan berbagai macam
konflik yang terjadi di UPTD Puskesmas Sebatung.

BAB III
PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 3

(1) BLUD UPTD Puskesmas Sebatung dikelola berdasarkan pola tata
kelola yang di dalamnya memuat:
a. struktur organisasi,
b. prosedur kerja;
c. pengelompokkan fungsi yang logis; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dengan menganut prinsip:
a. transparansi;



b. akuntabilitas;
c. responsibilitas; dan
d. independensi.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Dokumen pola tata kelola BLUD UPT Puskesmas Sebatung
dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KELEMBAGAAN

BAB III PROSEDUR KERJA

BAB IV PENGELOMPOKAN FUNGSI YANG LOGIS
BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN

BAB VII SISTEM AKUNTABILITAS BERBASIS KINERJA

Pasal 5

Kepala BLUD UPT Puskesmas Sebatung menyusun dan melaksanakan
pola tata kelola BLUD UPT Puskesmas dalam rangka pelaksanaan
pelayanaan Puskesmas dengan pola BLUD.

BABV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala BLUD UPT Puskesmas Sebatung melakukan pengendalian
dan evaluasi terhadap pelaksanaan pola tata kelola BLUD UPT
Puskesmas Sebatung.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan pola tata kelola
BLUD UPT Puskesmas Sebatung;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pola tata kelola
BLUD UPT Puskesmas Sebatung; dan

c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pola tata kelola BLUD UPT
Puskesmas Sebatung.

(3) Kepala BLUD UPT Puskesmas Sebatung menyampaikan laporan
hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
K@bupaten Kotabaru.

| PARAF KOORDINAS| |

" s

! ';":\V'\f\:\ FI0REZ0 IR
KABAG. HUKUM |

{
e ———————

Ditetapkan di Kotabaru

o x — = .

i

§
T S ———— |
g
!
s
1A

S S VS ST ——

|
%
;
-
f
}

Dlundangkan d1 Kotabaru
pada tanggal | (<pt 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024 NOMOR *‘Tg



